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kasus tersebut terdapat perpecahan atau mekanisme pembagian kasus terjadi.
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Istilah saksi mahkota tidak terdapat didalam peraturan perundang-undangan

manapun yang mengatur mengenai hukum acara pidana di Indonesia yaitu

didalam KUHAP. Sebenarnya saksi mahkota hampir sama halnya dengan saksi

pada umumnya, namun terdapat perbedaan yaitu saksi mahkota diambil dari salah

seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama – sama melakukan

perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota.

Adapun mahkota yang diberikan tersebut diberikan kepada saksi yang berstatus

terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan/dihapuskan penuntutan

terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila

perkaranya tersebut dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan kesalahan yang

pernah dilakukan. Posisi seorang saksi mahkota tidak dijelaskan secara eksplisit

dalam prosedur hukum pidana (KUHAP) dan mengingat bahwa ini merupakan

instrumen penting dalam penegakan sistem peradilan pidana, sebagaimana

tersebut maka akan ditinjau bagaimana posisi hukum sebelum menjadi saksi

mahkota dalam sistem peradilan pidana. Penulisan Jurnal ini menggunakan

penelitian hukum normatif dan sumber data diperoleh dari bahan hukum primer

yaitu berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu

pendapat para pakar hukum (doktrin) dan juga bahan hukum tersier yaitu Kamus

Besar Bahasa Indonesia. Standar yang digunakan untuk mengukur masalah dalam

penulisan jurnal ini adalah apakah posisi saksi mahkota berlaku dalam sistem

peradilan pidana atau tidak. Hasil dari penulisan jurnal ini menunjukkan bahwa

dalam sistem peradilan pidana, kedudukan seorang saksi mahkota adalah sah

menurut hukum berdasarkan prinsip tertentu yaitu karakteristik inklusi dan

kurangnya bukti dalam kasus yang dilakukan dengan membagi atau mekanisme

dalam pembagian kasus. Berdasarkan hasil penulisan jurnal ini menunjukkan

bahwa untuk mendukung penerapan prinsip dari “peradilan yang adil”,

penggunaan saksi mahkota perlu dipertimbangkan kembali karena bertentangan

dengan esensinya sebagai tersangka dalam memenuhi hak-hak dasar dari

tersangka dan posisi saksi mahkota harus secara jelas dan tegas didefinisikan

dalam undang-undang prosedur hukum pidana.
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Abstract

Crown witnesses are often found in cases of criminal offenses in which cases are

split or case-sharing mechanisms occur. The term of the crown witness is not
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contained in any legislation regulating the criminal procedural law in Indonesia

that is in the Criminal Procedure Code. Actually the witness of the crown is

almost the same as the witness in general, but there is a difference that the crown

witness is taken from one of the suspects or other defendants who together

commits a criminal act, and in which case the witness is given a crown. The given

crown is given to the witness who has the status of the defendant is in the form of

nullified / abolished prosecution of his case or given a very mild demands if the

case is delegated to the Court or forgiven the mistakes ever made. The position of

a crown witness is not explicitly explained in the criminal procedure procedure

(Criminal Procedure Code) and considering that this is an important instrument

in enforcing the criminal justice system, as it will be reviewed how the legal

position before becoming a crown witness in the criminal justice system. Writing

This journal uses normative legal research and data sources obtained from

primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials

namely the opinion of legal experts (doctrine) as well as tertiary legal material

that is the Great Kamus Bahasa Indonesia. The standard used to measure

problems in writing this journal is whether the position of a crown witness is

applicable in the criminal justice system or not. The results of this journal writing

show that in the criminal justice system, the position of a crown witness is lawful

under certain principles of inclusion and lack of evidence in cases by dividing or

mechanisms in case division. Based on the results of this journal writing shows

that in order to support the application of the principle of "fair trial", the use of

crown witnesses needs to be reconsidered as opposed to its essence as a suspect

in fulfilling the basic rights of the suspect and the position of the crown witness

must be clearly and firmly defined in the law invite criminal law procedure.
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